SALINAN

BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR 188/ 152 /404.101.2/B/2023

TENTANG

PENETAPAN DESA WISATA RINTISAN DI KABUPATEN NGAWI

Menimbang

Mengingat

BUPATI NGAWI,

bahwa pengembangan potensi sumber daya lokal
melalui desa wisata merupakan salah satu strategi
kebijakan untuk meningkatkan potensi dan kapasitas
sumber daya lokal di bidang pariwisata;

bahwa untuk mewujudkan pembangunan pariwisata
berkelanjutan, maka diperlukan upaya diverifikasi daya
tarik wisata yang berorientasi pada peningkatan
kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya dan
ramah lingkungan serta pengembangan pariwisata
kerakyatan, perlu dibentuk wisata pedesaan yang dapat
menjadi proyek percontohan bagi kawasan lainnya;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Bupati Ngawi tentang
Penetapan Desa Wisata Rintisan di Kabupaten Ngawi.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 3427);



10.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran
Negara Replublik Indonesia 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional
Tahun 20102025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9
Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2035
(Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020
Nomor 09).



MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KESATU : Menetapan Desa Wisata Rintisan di Kabupaten Ngawi.
KEDUA : Desa Wisata Rintisan sebagaimana yang dimaksud dalam
Diktum KESATU berjumlah 7 (tujuh) desa dengan rincian
sebagai berikut:
a. Desa Banjarbanggi Kecamatan Pitu;
b. Desa Girikerto Kecamatan Sine;
c. Desa Brubuh Kecamatan Jogorogo;
d. Desa Ngrayudan Kecamatan Jogorogo;
e. Desa Dempel Kecamatan Geneng;
f. Desa Karanggupito Kecamatan Kendal; dan
g. Desa Sidorejo Kecamatan Kendal.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal |3 ")w'{ a1
BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Sdr. 1. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia;

2. Gubernur Jawa Timur;

3.Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi
Jawa Timur;

4. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi;

5. Inspektur Kabupaten Ngawi;

6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa;

7. Camat se Kabupaten Ngawi yvang bersangkutan.




